VI.1 Kesimpulan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Gambaran Kinerja RUNK Kabupaten Ngawi

Tabel 6. 1 Kinerja RUNK Kabupaten Ngawi

TOTAL
PILAR ASPEK ITEM TERLAKSANA %
TERLAKSANA

PILAR 1 a. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan 4 dari 4
(MANAJEMEN b. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat 2 dari 2
KESELAMATAN c. Riset Keselamatan Jalan 1dari 3
JALAN) d. Serveilence Injury dan Sistem Informasi Terpadu 5 dari 5

19 dari 22 85,42%
e. Dana Keselamatan Jalan 2 dari 2
f. Kemitraan Keselamatan Jalan 2 dari 2
g. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum 1 dari 2
h. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan 2 dari 2
PILAR 2 (BADAN a. Badan Jalan yang Berkeselamatan 5dari 5
JALAN YANG b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan 7 dari 9

15 dari 21 60,43%
BERKESELAMATAN) (c. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan 5 dari 3

ari

Jalan yang Berkeselamatan
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d. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan 1dari4
PILAR 3 a. Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan 2 dari 2
(KENDARAAN b. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji 3 dari 4
YANG Berkala dan Uji Tipe
BERKESLAMATAN) |c. Pembatasan Kecepatan Kendaraan 1 dari 4 9 dari 15 66,69%
d. Penanganan Overloading 2 dari 3
e. Pengahapusan Kendaraan (Scrapping) ldaril
f. Standar Keselamatan Angkutan Umum Odaril
PILAR 4 (PERILAKU |a. Pemeriksaan Kondisi Pengemudi 5dari 5
PENGGUNA JALAN |b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Uji SIM 3 dari 4
YANG c. Penyempurnaan Prosedur SIM 0 dari 2
BERKSELAMATAN) |d. Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi 4 dari 4
e. Penanganan Terhadap 5 Faktor Risiko Utama 6 dari 6 20 dari 24 71,89%
f. Penggunaan Elektronik Penegakkan Hukum Odaril
g. Pendidikan Formal Keselamatan Jalan ldaril
h. Kampanye Keselamatan ldaril
PILAR 5 a. Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu 5dari 5
(PENANGANAN PRA |b. Sistem Komunikasi Gawat Darurat One Access
DAN PASCA Code 2 dari2 11 dari 13 71,5%
KECELAKAAN) c. Penjaminan Korban yang Dirawat di Rumah Sakit 2 dari2
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. Asuransi Pihak Ketiga 1 daril
Pengalokasian Sebagai Premi Asuransi untuk Dana { dari 1
Keselamatan Jalan
Program Rehabilitas Pasca Kecelakaan 0 daril
Riset Penanganan Korban Kecelakaan Odaril
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2. Permasalahan yang terkait dengan 5 Pilar Keselamatan Jalan

a. Pilar 1 (Manajemen Keselamatan Jalan)

1)

2)

Belum dibentuknya lembaga riset khusus yang menangani di bidang
keselamatan di Kabupaten Ngawi

SMK Angkutan Umum di Kabupaten Ngawi belum terlaksana karena
salah satu alasan yaitu baru diresmikannya pedoman mengenai
Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum yang tertuang
dalam PM 85 Tahun 2018 tersebut pada akhir Tahun 2018. Untuk
itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut di daerahnya masing-
masing terkait dengan masalah teknis dan anggaran dana yang
diperlukan untuk mengadakan sosialisasi SMK AU kepada

pengusaha angkutan umum.

b. Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kegiatan pengaturan manajamen kecepatan belum dilaksanakan
oleh Dinas PUPR Kabupaten Ngawi tetapi sudah dilaksanakan oleh
Dinas Pehubungan Kabupaten Ngawi

Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum melaksanakan terkait
penunjang kedaruratan akibat kecelakaan

Belum terlaksananya manajemen penyelenggaraan jalan yang
berkeselamatan

Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum memiliki program penertiban
dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan

Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum melaksanakan pengendalian
fungsi ruang tepi jalan

Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum menyediakan fasilitas bagi
pejalan kaki dengan pelindung

c. Pilar 3 ( Kendaraan yang Berkeselamatan)

1)

Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan di Kabupaten Ngawi sudah
baik, perlu adanya tambahan kegiatan evaluasi kepatuhan terutama

pada kegiatan Uji Petik
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan
Kabupaten Ngawi belum menggunakan sistem pengujian berbasis
techno based

Penetapan prosedur penanganan pelanggaran batas kecepatan
belum di terapkan di Kabupaten Ngawi

Teknonologi penegakkan hukum dan sistem denda belum di
terapkan di Kabupaten Ngawi

Penanganan muatan berlebih dilakukan secara rutin dan
berlangsung secara efektif

Belum adanya ITS di Kabupaten Ngawi yang menangani muatan
yang overloading

Penghapusan kendaraan secara administratif baru dilakukan pada
kendaraan — kendaraan milik pemerintah, untuk scrapping berupa
penggantian maupun peremajaan pada angkutan umum.

Sistem Manajemen Angkutan Umum di Kabupaten Ngawi belum
memiliki regulasi secara khusus di daerah

. Pilar 4 ( Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan)

1)
2)

3)

4)

Satlantas Polres Ngawi belum memperbaharui materi uji SIM
Satlantas Polres Kabupaten Ngawi belum menerapkan
penjenjangan SIM

Satlantas Polres Kabupaten Ngawi belum menerapkan mengenai
Demerit Point System

Belum adanya perangkat elektronik yang digunakan untuk
penegakkan hukum

Pilar 5 ( Penanganan Korban Pasca Kecelakaan)

1)

2)

Belum adanya program rehabilitas pasca kecelakaan yang dilakukan
oleh pihak dinas kesehatan Kabupaten Ngawi
Belum ada badan khusus untuk melakukan riset mengenai korban

kecelakaan di dinas kesehatan kabupaten Ngawi
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3. Hasil Analisa Data Kecelakaan
Dari hasil analisa data kecelakaan dapat disimpulkan :
a. Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 3 metode yaitu metode

Frekuensi, EAN dan Z-Score didapatkan lokasi rawan kecelakaan yang

diklasifikasikan berdasarkan status jalan ( jalan nasional dan jalan

kabupaten).

1) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan
kabupaten yang ada di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan 3
metode, dari 3 ruas jalan yang ada terdapat 1 lokasi yang
teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan tertinggi yaitu Jalan
Ngawi — Jogorogo.

2) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan
nasional yang ada di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan 3
metode, dari 3 ruas jalan yang ada terdapat 2 lokasi yang
teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan yaitu ruas jalan
Ngawi — Caruban dan ruas jalan Ngawi — Mantingan.

b. Lokasi Titik Rawan Kecelakan
Berdasarkan analisa dari ketiga ruas jalan lokasi rawan kecelakaan,

maka didapatkan blackspot sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Lokasi Titik Rawan Kecelakaan

No Ruas Jalan Lokasi Titik Rawan Status Jalan

1 | Jalan Ngawi — Jogorogo Di Simpang Jalan Kabupaten
Kedunggalar

2 | Jalan Ngawi — Caruban Di Simpang Kedung | Jalan Nasional
Prahu

3 | Jalan Ngawi - Mantingan | Di KM 12 - 13 Jalan Nasional
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VI.2 Saran

1. Dari implementasi pilar 1, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan

perbaikan adalah :

a.

Dibentuknya lembaga riset khusus yang menangani di bidang
keselamatan di Kabupaten Ngawi agar lebih tertata.

Dilaksanakannya SMK Angkutan Umum di Kabupaten Ngawi dan juga
perlu adanya pembahasan lebih lanjut di daerah terkait dengan masalah
teknis dan anggaran dana yang diperlukan untuk mengadakan sosialisasi

SMK AU kepada perusahaan angkutan umum di Kabupaten Ngawi.

2. Dari implemetasi pilar 2, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan

perbaikan adalah :

a.

e.
f.

Melaksanakan kegiatan pengaturan manajemen kecepatan oleh Dinas
PUPR Kabupaten Ngawi, hingga pengawasan terhadap implementasi
manajemen kecepatan.

Melaksanakan penunjang kendaraan darurat akibat kecelakaan.
Melaksanakan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan.
yang bersumber dari buku pedoman Dirjen Bina Marga.

Melaksanakan program penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait
keselamatan.

Melaksanakan pengendalian fungsi ruang tepi jalan.

Menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dengan pelindung.

3. Dari implementasi pilar 3, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan

perbaikan adalah :

a.

Perlu dilaksanakan Uji Petik secara menyeluruh pada kendaraan angkutan
umum di Kabupaten Ngawi.

Perlu adanya pengawasan terhadap pengguna jalan yang melanggar
batas kecepatan.

Perlu adanya SMK Angkutan Umum sebagai standar penerapan

keselamatan di Kabupaten Ngawi.
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. Dari implementasi pilar 4, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan

perbaikan adalah :

a.

Pembaharuan materi uji SIM oleh Satlantas Polres Ngawi agar materi
tetap mengikuti era terbaru.

Menerapkan perjenjangan SIM dan mengenal Demerit Point System.
Mengadakan perangkat elektronik yang digunakan untuk penegakkan
hukum.

Meskipun sosialisasi dan kampanye terkait keselamatan jalan sudah
sering dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa pelanggaran —
pelanggaran oleh pengguna jalan yang tidak berkeselamatan. Sehingga
perlu adanya teknik sosialisasi yang harus ditingkatkan lagi, pemberian

peringatan dan penilangan yang tegas.

. Dari implementasi pilar 5, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan

perbaikan adalah :

a.

Membuat program rehabilitas pasca kecelakaan lalu lintas.

b. Membuat badan khusus untuk melakukan riset mengenai korban

kecelakaan.

. Rekomendasi di Lokasi Rawan Kecelakaan

a.

Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak di masing — masing lokasi rawan
kecelakaan.

Pemasangan perlengkapan jalan yang dibutuhkan dan belum ada
dilokasi.

Sosialisasi keselamatan jalan untuk meningkatkan kesadaran manusia.
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